BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah
Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
scbagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati (entang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor

3569);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesin Nomar 3988);
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11.

12,

13.

(2)

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1099 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersihi dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Ncpotis’m':
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 202C tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintnh Nomor 54 Tahun 2005 tentang  Pinjaman
Dacrah (Lembaran Negnra Republik Indonesia Tanhun 2005 Nomaor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

. Peraturan o
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistcm
Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pedoman Evaluasi
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Penjabaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 655);
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tcknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan  Dpernh  Nomor

8 Tahun 2008

tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2008 Nomor 8);

206.

Tahun 2008 Nomor 13);
27.

Enim Tahun 2015 Nomor 11);

28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pcngc[olﬂfm
Barang Milik Dacrah (Lernbaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Peraturan Dacrah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara

tentang Rencana

Pembangunan Jangka Mencngah Daerah Kabupaten Muara En?m
Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2019 Nomor 7);

29. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran

Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 22);

30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020

tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah

2. Dana Perimbangan

3. Lain-Lain Pendapatan
Dacrah yang Sah

Jumlah Pendapatan

b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung

a, Belanja Pegawai
b. Belanja Bunga
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah

248.525.026.749,97
1.635.294.891.940,00

576.357.019.199,90
2.460.176.937.889,87

747.294.625.716,00
6.158.881.982,97
3.073.440.000,00
25.676.489,390,00
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e. Belanja Bantuan Sosinl Rp. 2.332.800.000.00
f. Belanjn Dagi Haail
Kepadn Provinsi/
Kabupaten /Kota dan
Pemerintah Desa : Rp. 6.981.574.000,00
g. Belanjn Bantuan
Keuangan kepada
Provinsi/
Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa dan
Partai Politik : Rp. 424.375.004.580,00
h. Belanja Tidak Terduga : Rp. 36.636.366.353,18
Jumlah Belanja Tidak
Langsung : Rp. 1.252.530.082.022,15
2. Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai : Rp. 11.558.415.317,00
b. Belanja Barang dan
Jasa : Rp. 705.807.004.645,04
c. Belanja Modal : Rp. 541.986.171.269.60
1.259.351.591.231 64

Jumlah Belanja Langsung  : Rp.
2.511.881.673.253,79

Jumlah Belanja : Rp.
Surplus/(Defisit) : (Rp. 51.704.735.363,92)
c. Pembiayaan
1. Pencrimaan : Rp. 327.460.012.178,95
2. Pengeluaran : Rp. 10.697.797.0-49.04
Jumlah Pembiayaan
Netto : Rp. 316.762.215.129,91
Sisa Lebih Pembiayaan
Rp. 265.057.479.763.69

Anggaran (SiLPA)

Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal | tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut di dalam Penjabaran Laporan
Realisusi Anggaran.

(2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dunaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1l yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
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Pasnl 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Knbupaten Muara Enim.

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 25 iz 14 2021

dy =

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

EMRAN TABRANI

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 25 rguocun 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dlo.

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.

RERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021 NOMOR 2'-

Dipindai dengan CamScanner



